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Background: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan finance preventive, promo-
tive, curative, rehabilitative services. The referal system is needed to enhance services and to assure 
patient safety. The purpose of this study is to evaluate the implementation of regional mapping referal 
system of the national health insurance, at the primary care level.  
Subjects and Method: This was a qualitative study with fenomenology approach. This study was 
conducted at Wonosegoro I and Karanggede Community Health Centers, type C Boyolali Pandanarang 
district hospital, type D Boyolali Simo hospital, and Boyolali District Health Office. Data were collected 
by in-depth interview, direct observation, and document review.  
Results: Regional mapping referal system in Boyolali district was implemented under the head of the 
District Health Office regulation no 440/4214/15 /2014. The number of personal in charge of referal 
system in Wonosegoro I and Karanggede Community Health Centers, which provided inpatient care 
was lacking. The infrastructure and equipment were insufficient to address common diseases that 
consist of 155 diagnoses. The information and communication system has not connected to the referal 
system facilities. Telephone was used to check about the hospital bed of availability. Therefore, patient 
information could not be sent to the hospital beforehand.  
Conclusion: The current infrastructure and equipment at Community Health Centers in Boyolali, 
Central Java are insufficient to support the regional mapping referal system.  
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Jaminan kesehatan telah dilaksanakan  sejak 
1 Januari 2014 berdasarkan amanat Undang 
- Undang Dasar 1945, Undang - Undang No. 
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) dan berdasarkan  
Undang–Undang Nomor 24 tahun  2011 Ten-
tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS). Tujuan dibentuk Undang–undang  
Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah demi 
tercapainya jaminan kesehatan semesta.  
Peningkatan mutu pelayanan sesuai 
amanat Undang–undang di atas diperhati-
kan karena pelayanan kesehatan merupakan 
kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aspek 
keuangan atau dana operasional kesehatan 
diatur dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang  
Pengelolahan dan Manfaat Dana di Layanan 
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Kesehatan Tingkat Pertama  (Perpres No 32/ 
2014). Sistem rujukan FKTP diatur dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-
nesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sis-
tem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorang-
an. Peraturan tersebut berisi alur pengiriman 
pasien, pemeriksaan penunjang, rujukan 
pengetahuan untuk menjamin setiap orang 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas dan memuaskan secara efektif 
dan efisien. Peraturan di atas masih terdapat 
kendala dalam penerapanya yaitu masih 
terdapat penumpukan pasien di rumah sakit 
besar tertentu. Salah satu Kabupaten  yang 
menerapkan pemetaan sistem rujukan ada-
lah Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali  
merupakan salah satu dari 35 Kabupaten 
atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemeta-
an regional sistem rujukan di Kabupaten 
Boyolali diatur melalui Peraturan Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Nomor 
440/4212/15/2014 Tentang Sistem Rujukan 
Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Boyolali.  
Survei pendahuluan yang telah dilaku-
kan oleh peneliti pelaksanaan rujukan ber-
dasarkan pemetaan masih terdapat kesen-
jangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor  001 Tahun 2012 
dan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Boyolali Nomor 440/4212/15/ 
2014. Kesenjangan tersebut terdapat pada 
mekanisme rujukan di wilayah perbatasan 
yaitu berdasarkan Peraturan Dinas Kese-
hatan Kabupaten Boyolali bagi wilayah yang 
terdapat diperbatasan maka diperbolehkan 
untuk keluar Kabupaten yang telah bekerja-
sama akan tetapi berdasarkan survei awal 
pasien yang berasal dari Puskesmas Wono-
segoro I dan Karanggede tetap dirujuk ke 
RSUD Pandanarang, Boyolali.  
Tujuan dari penelitian ini adalah meng-
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan mana-
jemen pemetaan regional sistem rujukan pe-
layanan badan penyeleggara jaminan sosial 
kesehatan tingkat pertama di Kabupaten 
Boyolali. 
 
SUBJEK DAN METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian kua-
litatif dengan pendekatan deskripsi feno-
menologi. Penelitian dilakukan di  Puskes-
mas Wonosegoro I, Puskesmas Karanggede I, 
Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang 
Boyolali tipe C, Rumah sakit Umum Daerah 
Simo Boyolali tipe D serta penentu kebijakan 
yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. 
Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan 




1. Gambaran Lokasi Penelitian  
Kabupaten Boyolali  merupakan salah satu 
dari 35 Kabupaten atau Kota di Propinsi 
Jawa Tengah, terletak antara 110°22’- 
110°50’ Bujur Timur dan 7°36’ -7°71’ Lintang 
Selatan dengan ketinggian antara 75 sampai 
dengan 1,500 meter di atas permukaan laut. 
2. Gambaran Pemetaan Regional 
Sistem Rujukan Di Kabupaten Boyolali  
Puskesmas Wonosegoro 1 dan Puskesmas 
Karanggede dalam melakukan rujukan diper-
bolehkan langsung ke RSUD Pandanarang 
karena berdasarkan letak geografis. Dalam 
hal ini RSUD Pandanarang Boyolali berperan 
sebagai pelayanan lanjutan tingkat II dan 
pelayanan lanjutan tingkat III. RSUD Panda-
narang Boyolali merupakan satu-satunya ru-
mah sakit tipe C di Kabupaten Boyolali  yang  
menerima rujukan dari seluruh rumah sakit 
tipe D yang berada di Boyolali dan menerima 
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rujukan dari Puskesmas terdekat bila ber-
dasarkan letak geografis.   
3. Input Pelakasanaan Pemetaan Re-
gional Sistem Rujukan 
Berdasarkan hasil analisis dokumen dan 
wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 
lama bekerja dapat memepengarui kebija-
kan pemetaan regional sistem rujukan yang 
ditetapkan di instansi dimana tempat infor-
man bekerja. sumber daya manusia di pelak-
sana rujukan khususnya di Puskesmas di 
Kabupaten Boyolali kurang jika menangani 
155 diagnosa. 
Hasil observasi peneliti sarana dan 
prasarana di Puskesmas Wonosegoro dan 
Puskesmas Karanggede terdiri dari steto-
scope, tensi meter, timbangan badan, tim-
bangan bayi, tabung oksigen, alat kedokteran 
gigi, minor surgery set, alat kesehatan kebi-
danan, tensi meter mercuri, oksigen, alat 
kesehatan perawatan, alat kesehatan rehabi-
litasi medis, head lamp, alat kedokteran 
umum, botol pencuci, microscope, general 
set (lab scale, pinset, dental equipment, alat 
kedokteran gigi, bein, dan alat kedokteran 
lain. Sarana non medis terdiri dari lemari 
kayu, computer, kursi pasien, bed, lemari es, 
kipas angin, dispenser, printer, lampu, tape 
recorder, tiang bendera, internet, dan 
wireless. Analisis dokumen sarana dan pra-
sarana di Puskesmas yang peneliti laksa-
nakan berdasarkan  daftar inventaris tahun 
2016 tidak terdapat alat kedokteran yang 
menunjang 155 diagnosis. 
Berdasarkan analisis dokumen dan 
hasil wawancara, kebijakan pemetaan re-
gional sistem rujukan di Kabupaten Boyolali 
telah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Boyolali Nomor 440/ 
4214/15/2014 Tentang Sistem Rujukan Pela-
yanan Kesehatan di Kabupaten Boyolali yang 
didasarkan pada peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku dan telah di sosiali-
sasikan kepada pelayanan kesehatan di 
Kabupaten Boyolali sebagai dasar pelak-
sanaan sistem rujukan.  Kebijakan pemetaan 
regional sistem rujukan telah disosialisasikan 
kepada layanan kesehatan di Kabupaten 
Boyolali  
4. Proses Pelakasanaan Pemetaan Re-
gional Sistem Rujukan 
Perencanaan pembentukan evaluasi pemeta-
an regional sistem rujukan di Kabupaten 
Boyolali dilakukan dengan berbagai tahapan 
yang dilakukan pada saat awal jaminan kese-
hatan BPJS.  
Berdasarkan hasil observasi, analisis 
dokumen, hasil wawancara dan triangulasi 
diatas dapat bahwa prinsip memaksimalkan 
pelayanan rujukan daerah masih diterapkan 
di Kabupaten Boyolali. Tetapi masih mem-
pertimbangkan kenyamaman dan keinginan 
pasien sebatas jika pasien tidak bersim-
pangan dengan aturan sistem rujukan.  
Hasil analisis dokumen peneliti menda-
pati prosedur pelaksanaan rujukan adminis-
tratif  pada Gambar 1.   
Proses pengambilan keputusan pemi-
lihan tempat rujukan berdasarkan observasi 
adalah berikut ini :  
Pengambilan keputusan rujukan dila-
kukan oleh pasien atau keluarga pasien dan 
dokter, 2) Dokter memberikan pilihan pela-
yanan rujukan yang boleh dijadikan sebagai 
tempat rujukan, 3) Pasien memilih tempat 
rujukan akan tetapi terdapat pasien yang 
tidak sesuai dengan pemetaan sistem rujuk-
an. Proses komunikasi sebelum pasien diru-
juk berdasarkan analisis dokumen dalam 
pelaksanaan pemetaan regional sistem ru-
jukan, dinas kesehatan Boyolali telah mene-
rapkan kebijakan tentang penerapan aplikasi 
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sistem informasi dan komunikasi sistem 
rujukan online yang di aplikasikan di 
masing-masing pelayanan kesehatan di 
Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penerapan 
aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:  
1) Mengetahui jenis dan kemampuan fasi-
litas pelayanan kesehatan  
2) Mengetahui jenis dan kemampuan tenaga 
medis yang tersedia pada saat tersebut.  
3) Keberadaan tempat tidur kosong di semua 














Gambar 1. Prosedur pelaksanaan rujukan pasien 
Pengawasan pemetaan sistem rujukan di 
Kabupaten Boyolali berdasarkan wawancara 
antara lain sebagai berikut :  
1) Kepala Dinas Kesehatan dan atau Orga-
nisasi Profesi bertanggung jawab atas 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
pemetaan sistem rujukan sesuai dengan 
tugas pokok, fungsi dan kewenanganya. 
Pengawasan dilakukan kepada seluruh 
sarana pelayanan kesehatan bersumber 
masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat 
pertama, pelayanan kesehatan tingkat 
kedua dan pelayanan kesehatan tingkat 
ketiga. 
2) Pembinaan dan pengawasan diarahkan 
pada kepatuhan semua pihak untuk me-
laksanakan pemetaan regional sistem 
rujukan. 
3) Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 
dalam dalam mengambil tindakan admi-
nistratif disesuaikan dengan kewenangan 
Dinas Kesehatan yang berupa teguran 
lisan, teguran tertulis atau pencabutan 
izin praktik tenaga kesehatan.  
5. Output Pelakasanaan Pemetaan Re-
gional Sistem Rujukan 
Kasus rawat inap dengan diabetes melitus 
merupakan suatu kasus yang memerlukan 
insulin dimana tidak tersedia dipuskesmas. 
Sejak diberlakukan regional sistem rujukan 
jumlah pasien di RSUD Pandanarang untuk 
kasus-kasus dasar menurun dari sebelum 
diberlakukan pemetaan regional sistem ruju-
kan kecuali kasus dasar yang tidak tersedia 
untuk pemeriksaan penunjang. 
 
PEMBAHASAN 
A. Pemetaan Regional Sistem Rujukan 
Wilayah Puskesmas Wonosegoro I 
dan Karanggede 
RSUD Pandanarang Boyolali merupakan 
satu-satunya rumah sakit tipe C di Kabu-
   Melengkapi catatan rekam medis pasien 
 
Melengkapi catatan rekam medis pasien 
 
Melengkapi informed consent 
 
    Membuat surat rujukan 
 
    Mencatat identitas pasien  
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paten Boyolali  yang  menerima rujukan dari 
seluruh rumah sakit tipe D yang berada di 
Boyolali dan menerima rujukan dari pela-
yanan kesehatan terdekatDalam hal ini 
RSUD Pandanarang Boyolali berperan seba-
gai pelayanan lanjutan tingkat II dan pela-
yanan lanjutan tingkat III. Hal ini sesuai 
dengan teori Kemenkes, (2013) dijelaskan 
bahwa paramater yang digunakan dalam pe-
metaan regional sistem rujukan salah 
satunya yaitu letak geografis dimana mem-
perhatikan jarak dan waktu tempuh dalam 
pelayanan rujukan. Oleh karena itu rujukan 
berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi 
pertimbangan geografis 
2. Input Pelakasanaan Pemetaan Re-
gional Sistem Rujukan 
Jenis layanan di Puskesmas sudah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan 
masyarakat. Begitu juga dengan jenis layan-
an lanjutan tipe D yaitu di RSUD Simo 
Boyolali, jenis layanan di RSUD Simo Boyo-
lali sudah memenuhi standar yaitu memiliki 
pelayanan spesialistik dimana memiliki pe-
ran sebagai rujukan lanjutan. Akan tetapi 
masih terdapat pasien yang dirujuk ke RSUD 
Pandanarang Boyolali yang memiliki peran 
rumah sakit layanan tersier. Hal ini sesuai 
dengan teori Kemenkes, (2013) bahwa faktor 
yang mempengaruhi pemetaan regional 
sistem rujukan salah satunya yaitu jenis 
layanan di fasilitas pelayanan rujukan. 
Kebijakan berkaitan dengan pemetaan 
regional sistem rujukan telah disosialisasikan 
terhadap petugas di pelayanan kesehatan 
Boyolali telah difahami oleh petugas pela-
yanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori 
Anderson, (2008) Pelaksanaan kebijakan di 
masyarakat melibatkan berbagai indikator 
seperti manusia, dana, dan sarana serta pra-
sarana. Untuk itu kebijakan agar berhasil 
secara efisien dan efektif sebelum proses 
perumusan dan pengesahannya disosiali-
sasikan lebih dahulu kepada masyarakat. 
Sosialisasi kebijakan publik tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan media masa 
baik elektronik seperti internet, televisi, 
email dan radio, maupun cetak seperti koran, 
majalah, sepanduk, dan selebaran. 
3. Proses Pelaksanaan Pemetaan Re-
gional Sistem Rujukan 
Perencanaan pembentukan evaluasi peme-
taan regional sistem rujukan di Kabupaten 
Boyolali sudah sesuai dengan peraturan 
Kemenkes (2013) tentang  pedoman pelayan-
an rujukan di indonesia. 
Berdasarakan hasil wawancara optima-
lisasi rujukan daerah di Kabupaten Boyolali 
salah satunya disebakan karena dari segi 
SDM, sarana, serta prasarana dan teknologi, 
yang dapat mendukung tercapainya klasi-
fikasi standar sebagai rumah sakit rujukan. 
Faktor yang lain disebabkan karena pasien 
merasa lebih dekat dengan tempat tinggal 
walaupun pada saat yang bersamaan belum 
terdapat tempat tidur bangsal yang teredia. 
Jika pasien rawat inap pasien lebih memilih 
menunggu di UGD untuk mendapatkan 
kamar rawat inap. Kondisi tersebut belum 
sesuai dengan tujuan pemetaan regional 
sistem rujukan yang tercantum dalam 
Kemenkes, (2013) salah satunya adalah me-
ningkatkan pemerataan pelayanan kese-
hatan.  
Berdasarkan analisis tata cara rujukan 
akan lebih baik jika dinas kesehatan mem-
buat kebijakan yang berkaitan dengan ruju-
kan pengetahuan. Rujukan pengetahuan 
akan menambah wawasan bagi tenaga medis 
di puskesmas dalam rangka menjalankan pe-
ranya sebagai fasilitas pelayanan pertama. 
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Hal ini sesuai dengan teori Kemenkes, 2013. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pola 
pengambilan keputusan keluarga dan peno-
long dalam merujuk pasien ke rumah sakit 
adalah faktor predisposisi, faktor penguat, 
faktor pemungkin dan lingkungan. Faktor 
predisposisi merupakan usia, pendidikan, 
pengetahuan, kepercayaan, nilai atau norma, 
sikap, persepsi, dan riwayat penyakit sebe-
lumnya. Faktor penguat adalah perilaku 
orang lain yang berpengaruh seperti ke-
luarga, teman sebaya, tokoh masyarakat, dan 
provider kesehatan. Faktor pemungkin meli-
puti kondisi geografis, jarak ke rumah sakit, 
biaya, fasilitas dan transportasi, kualitas dan 
kuantitas tenaga kesehatan, ketersediaan 
alat, obat, bahan habis pakai, dan transfusi 
darah. Faktor lingkungan merupakan adat 
istiadat atau budaya yang mendukung atau 
menghambat terjadinya proses pengambilan 
keputusan merujuk pasien. 
Berdasarkan hasil analisis diatas  dalam 
pemgambilan keputusan pemilihan tempat 
rujukan masih terdapat perbedaan pilihan 
antara pasien atau keluarga pasien dengan 
dokter. Pasien atau keluarga belum mengerti 
tentang pemetaan regional sistem rujukan.  
Berdasarkan analisis dokumen, obser-
vasi dan hasil wawancara  penelitian, proses 
rujuk balik di Kabupaten Boyolali dapat 
disimpulkan bahwa perlu adanya pengem-
bangan kebijakan yang tertulis dari dinas 
kesehatan berkaitan dengan sistem rujukan 
balik karena dengan adanya rujuk balik akan 
meningkatkan kemudahan akses pelayanan 
kesehatan, meningkatkan pelayanan keseha-
tan yang  mencakup akses promotif, pre-
ventif, kuratif  dan rehabilitatif, meningkat-
kan hubungan dokter dengan  pasien dalam 
konteks pelayanan holistik, dan memudah-
kan untuk mendapatkan obat yang  diper-
lukan. Mekanisme pelaksanaan rujukan 
belum dibahas secara rinci di dalam kebi-
jakan rujukan. Mekanisme tersebut antara 
lain belum adanya kebijakan bagaimana 
mekanisme setelah pasien pulang dirawat 
dari rumah sakit lanjutan, dan  syarat admi-
nistrasi berupa  surat rujukan balik yang 
tidak dibuat. Hal ini menyebabkan rujuk ba-
lik ke fasilitas perujuk belum berjalan secara 
maksimal. Hal itu belum sesuai dengan 
peraturan BPJS (2014). 
Berdasarkan analisis dokumen, obser-
vasi, hasil wawancara dan diperkuat dengan 
triangulasi kepada perawat  diatas dapat di-
simpulkan bahwa penggunaan aplikasi 
sistem informasi dan komunikasi belum ter-
hubung (online) dan komunikasi dilakukan 
yang telah berjalan sekedar menayakan 
tempat tidur kosong, akan lebih efektif  jika 
fasilitas pengirim rujukan dikembangkan 
dan segera diaplikasikan sesuai dengan kebi-
jakan yang tertuang dalam Peraturan Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Nomor 
440/4214/15 /2014 Tentang Sistem Rujukan 
Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Boyolali 
yaitu dengan sistem informasi yang online. 
Menurut BPJS (2014), Jika sistem 
informasi dan komunikasi online diterapkan 
maka perujuk dapat memberikan informasi 
dan melaporkan terlebih dahulu kondisi 
pasien. Selain itu juga dapat meminta saran 
untuk memepersiapkan pasien dalam perja-
lanan menuju fasilitas rujukan dengan men-
jelaskan status pasien pada saat itu, hasil 
pemeriksaan dan pelayanan atau tindakan 
serta obat yang sudah di berikan. sistem 
informasi yang telah tersedia dikembangkan 
secara terhubung (online). 
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4. Output Pelakasanaan Pemetaan 
Regional Sistem Rujukan 
Sejak diberlakukan pemetaan regional sistem 
rujukan jumlah pasien di RSUD Pandara-
nang untuk kasus-kasus dasar mengalami 
penurunan kecuali kasus dasar yang mem-
butuhkan pemeriksaan penunjang di fasilitas 
lanjutan. Skema pemetaan regional sudah 
sesuai dengan DEPKES, 2013 bahwa pe-
metaan rujukan dilakukan dengan berjen-
jang dan memperhatikan letak geografis, 
kegawatdaruratan dan jenis pelayanan. 
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